BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUPIORI

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

bahwa berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten
mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Alokasi Dana
Desa (ADD) pada setiap tahun anggaran.

bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dirincikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori
Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);
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Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Supiori di  Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4345);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Kampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung

(Lembaran Negara Republik..../-3-

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

10,

11.

12,

13.

14.

15.

16.

1%

.1 g

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lemhbaran Negpra
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun
2021 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1391);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Kampung (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daecrah
Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Supiori Tahun 2022 Nomor 01);
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PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

4.

. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 2

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Supiori
Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Supiori Tahun 2022 Nomor 02);

Peraturan Bupati Supiori Nomor 3 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022
Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

BELANJA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

«

-

Daerah adalah Kabupaten Supiori;

Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyclenggara urusan pemerintahan yang
memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom,;

Bupati adalah Bupati Supiori;

Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu
tugas Bupati di wilayah Distrik;

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia,;

Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Kampung;

Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung;
Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat
Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang
terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis
lapangan dan unsur kewilayahan;

9. Sekretaris Kampung ...../-5-
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Y. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan kenangan kampung;

10.Kepala Urusan  adalah unsur dari pelaksana  teknis
kegiatan sesuai dengan bidangnya;

11 Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang
membidangi  urusan  administrast  keuangan  untuk
menatausahakan kenangan kampung;

12.Badan Musyawarah  Kampung yang  selanjutnya
disingkat  BAMUSKAM  adalah  lembaga  yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk kampung
berdasarkan keterwakilan — wilayah dan ditetapkan
secara demokratis;

13, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang
selanjutnya  disebut APBRampung, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung;

14 Alokasi Dana Desa yang sclanjutnya  disingkat
ADD, adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  kabupaten setelah dikurangi Dana
Alokast Khusus;

15.Alokast Dasar yang selanjutnya discbut AD adalah
dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama
untuk setiap Kampung;

16.Alokasi Formula yang selanjutnya discbut AF adalah
dana yang dialokasikan dengan memperhatikan
variabel keluarga miskin, luas Kampung, jumlah
penduduk danlndekas Kesulitan Geografis (IKG).

17.Peraturan Kampung adalah peraturan
perundang — undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama
BAMUSKAM.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1) ADD didasarkan pada Perkiraan Dana Perimbangan yang,
diterima Kabupaten Supiori setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten  Supiori
tahun Anggaran 2022,

(2) ADD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) sebesar
Rp 28.972.935.485( Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan
Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh
Lima Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
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(3) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada kampung
dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
kampung, pembangunan kampung, pemberdayaan
masyarakat kampung dan perbaikan layanan dasar
kampung;

(4) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dari
keseluruhan pengelolaan keuangan kampung;

(5) Pengalokasian ADD dibagi menjadi Alokasi Dasar dan
Alokasi Formula.

Pasal 3

(1) Kampung penerima ADD Tahun 2022 berjumlah 38
kampung yang telah memiliki kode wilayah administrasi
pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri;

(2) Rincian ADD Tahun Anggaran 2022 bagi setiap
kampung se-Kabupaten Supiori sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I[. yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Penghitungan rincian ADD setiap kampung
sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan formula sebagai berikut :

ADD=AD+AF
Ket:
ADD =  ALOKASI DANA
AD =  ALOKASI DASAR
AF =  ALOKASI FORMULA
Pasal 4

(1) Pengalokasian Alokasi Dasar berdasarkan kebutuhan
atas:
a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan aparat

kampung;

b. Tunjangan kepala kampung dan aparat kampung;

(2) Alokasi Dasar dialokasikan secara merata kepada seluruh
Kampung dihitung sebesar 60% (Enam puluh per seratus)
dari total ADD

Pasal 5

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
Ayat (5), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud
Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula
sebagai berikut :

AF Kampung ..... l-7-
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AF Kampung = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) +
(0,25 * Z4)}* AF Kab/Kota

Keterangan :
AF Kampung = Alokasi Formula sctiap Kampung
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung

terhadap total penduduk Kampung
Kabupaten Supiori;

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin sctiap
Kampung terhadap total penduduk miskin
Kampung Kabupaten Supiori;

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap
total luas wilayah Kampung Kabupaten
Supiori;

Z4 = Rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG

Kampung Kabupaten Supiori;
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Supiori.

(3) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Alokasi
Proposional bersumber dari kementerian yang berwenang
dan atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik dan atau yang
dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Dacrah di
Kabupaten Supiori yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Tata cara pembagian Alokasi Dana Desa yanag terdiri dari
Alokasi Dasar dan Alokasi Formula akan dijabarkan dalam
lampiran I yang Merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111
PENGGUNAAN

Pasal 7

(1) Alokasi Dasar yang diterima setinp Kampung
dipergunakan untuk:
a. Penghasilan tetap kepala kampung dan aparat
kampung;
b. Tunjangan kepala kampung dan aparat kampung;
c. Jaminan keschatan kepala kampung dan aparat
kampung;
d. Tunjangan Ketua dan anggota BAMUSKAM
Insentif Ketua RW dan RT;
f. Operasional Perkantoran;
¢g. Operasional BAMUSKAM.

o
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(2) Aloka
dipery
a.

8i Formuln yang diterima oleh setinp kampung, dapat
unakan untulk:

Membiayai bidang penyclenggaraan  pemerintahan
kampung dengan  memprioritaskan  pada  kegiatan
pelayanan administrasi umum dan kependudukan,
Membiayai bidang pelaksanaan pembangunan yang
diprioritaskan kepada  kegiatan untuk pemenuhan
layanan dasar pendidikan, keschatan, air bersih,
rumah layak  huni, sanitasi  serta  kegiatan

perencanaan tata  ruang, pengelolaan  lingkungan
hidup, dan energi alternatif,

b.

. Membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan dengan
memprioritaskan  pada  kegiatan  perlindungan
masyarakat, kebudayaan dan keagamaan,
kepemudaan, dan kelembagaan masyarakat termasuk
lembaga adat.

d.

Membiayai bidang pemberdayaan masyarakat dengan

memprioritaskan  pada kegiatan yang memiliki

kontribusi terhadap peningkatan pendapatan ekonomi

keluarga, dan penguatan lembaga eckonomi yang

bersifat kolektif,

€. Membiayai bidang penanggulangan bencana, keadaan
darurat dan mendesak kampung.

f. Menyediakan alokasi penyertaan modal bagi Badan

g. Usaha Milik Kampung (BUMK).

Pasal 8

(1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat
Kampung, Tunjangan, Operasional Kepala Kampung dan
Pejabat Kepala Kampung, Tunjuangan Pimpinan dan
Anggota Badan Musyawarah Kampung, Tunjangan
Bendahara Kampung, Jaminan Kesehatan Kepala
Kampung dan Aparat Kampung serta Biaya Operasional
Pemerintah Kampung dan Badan Musywarah Kampung
dan tunjangan lainnya dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) masing-masing
kampung tahun anggaran berkenaan.

(2) Besaran Penghasilan tetap Kepala Kampung dan
Perangkat Kampung, Tunjangan Pimpinan Anggota Badan
Musyawarah Kampung serta biaya operasional Pemerintah
Kampung dan Bamuskam dan tunjangan lainnya dalam
APBK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuan
Bupati Ini.

(3) Transportasi Kepala Kampung dan Aparat kampung
serta BAMUSKAM dari kampung ke ibukota distrik
dan ke Ibukota Kabupaten dalam rangka urusan
pemerintahan kampung dapat diberikan penggantian

biaya transportasi dengan ... /-9-
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biaya transportasi dengan mengacu pada Peraturan

Bupati Supiori tentang Standar Satuan Harga
Kabupaten Supiori.

BAB IV
PENCAIRAN
Pasal 9

(1) Mekanisme pencairan ADD dari RKUD ke Rekening

Kampung dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

a. Tahap I (Pertama) sebesar 50% dicairkan pada bulan
Maret apabila Kampung telah menetapkan APBK
Tahun 2022 dan telah menyelesaikan Laporan
Pertanggungjawaban APBK tahun 2021;

b. Tahap II (Kedua) sebesar 50% dicairkan pada bulan
Juli apabila Kampung telah menyelesaikan seluruh
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ALOKASI DANA
DESA (ADD) Tahap Pertama;

(2) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah
Kampung setelah disusun dan ditampung di dalam APBK
masing-masing yang telah disahkan dan ditetapkan
dengan Peraturan Kampung yang bersangkutan.

(3)ADD disalurkan kepada Pemerintah Kampung melalui
Rekening Pemerintah Kampung masing-masing dan
merupakan bagian dari pendapatan Kampung.

(4) Pencairan Dana dalam rekening Kas Kampung
ditandatangani oleh Kepala Kampung;

(5) Pencairan ADD Tahap I (Pertama) sebagaimana tercantum
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengajuan
permohonan secara tertulis kepada Bupati Supiori cq.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Kampung (DPMK) Kabupaten Supiori, dengan persyaratan
sebagai berikut:

a. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBK
Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh
Bupati Supiori melalui DPMK/Kepala Distrik;

b. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang Laporan
Pertanggung jawaban Akhir Tahun sebelumnya

c. Melampirkan hasil telaah oleh Kepala Distrik

(6) Pencairan ADD Tahap II (Kedua) sebagaimana tercantum

pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Rekomendasi
Kepala Distrik;

(7) Rekomendasi Kepala Distrik...../-10-
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(7) Rekomendas;i Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (6)_setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan
rfal‘sa& Tahap I kepada Bupati Supiori c.q. Kepala DPMK
Kabupaten Supiori;

(8) Bagi Kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakan
Penatausahaan keuangan yang bersumber dari ADD
Se€cara transparan, partisipatif dan akuntabel akan
diberikan sanksi berupa penundaan pencairan dan atau
pengurangan ADD tahun berikutnya.

(9) Bagi Kampung yang terbukti menyalahgunakan
penggunaan ADD akan ditindaklanjuti sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APBK kepada Bupati Supiori c.q Kepala
DPMK Kabupaten Supiori setiap semester tahun berjalan
dengan mengetahui Kepala Distrik.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Juli Tahun berjalan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi
pemberian dan penyaluran ADD ke Kampung.
(2) Kepala Distrik wajib membina dan mengawasi terhadap

penggunaan ADD.
(3) Inspektorat Kabupaten Supiori wajib mengawasi terhadap

penggunaan ADD.
(4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADD wajib
ditindaklanjuti oleh DPMK, Kepala Distrik dan

Inspektorat.

BABV
PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang ...../-11-
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Agar ‘' :
Bt Seuap  orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundar‘lgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Supiori,

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 7 Juni 2022

KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 15
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Lampiran |

Peraturan Bupati Supiori

Nomor 1S Tahun 2022

Tentang Tata Cara Pemb
Dana Desa Yang Bersu
Belanja D,

agian Dan Penetapan Rincian Alokasi

; mber Dari Anggaran Pendapatan dan
acrah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2022

‘ BESARAN SILTAP DAN TUNJANGAN SERTA BIAYA OPERASIONAL (BOP)
TUNJANGAN PEMERINTAH KAMPUNG DAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG

NO URAIAN SATUAN BESARAN
HONOR/TUNJANGAN (Rp)
’L_LBENGHASH‘AN TETAP APARAT KAMPUNG
1. Kepala Kampung Non ASN 0B 1.500.000
2. Sekretaris Kampung Non ASN OB 1.250.000
3. Kaur/Kadus/Kasic Non ASN 0oB 1.100.000
4. Bendahara Kampung/Staf Kaur Non ASN oB 900.000
II | TUNJANGAN OPERASIONAL KEPALA KAMPUNG DAN PEJABAT KEPALA KAMPUNG
| 1. Kepala Kampung ASN OB 2.000.000
| 2. Sekretaris Kampung ASN OB 1.700.000
\ 3. Kaur/Kadus/Kasie ASN OB 1.400.000
| 4. Bendahara Kampung ASN OB 2.500.000
.| 5. Staf Kaur ASN OB 1.200.000
| \ TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BAMUSKAM
\ | 1. Ketua OB 2.700.000
\ | 2. Wakil Ketua OB 2.000.000
| 3. Sekretaris OB 2.000.000
| 4. Anggota OB 1.700.000
5. Tenaga Staf Admintrasi OB 900.000
IV | JAMINAN KESEHATAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG
1. Kepala Kampung OB 176.000
2. Perangkat Kampung OB 176.000
V | TUNJANGAN LAINNYA
1. Insentif KPMD 0B 300.000 s.d Rp. 800.000
2. Insentif Kader Posyandu OB 300.000 s.d Rp. 800.000
3. Insentif Linmas OB 300.000 s.d Rp. 800.000
4. Insetif RT/RW OB 300.000 s.d Rp. 800.000
5. Insentil PAUD Guru TK Non ASN OB 300.000 s.d Rp. 800.000
VI | INSENTIF HONOR TPKD
1. Kepala Kampung selaku penanggung jawab Per/Kegiatan 500.000
2. Sekretaris Kampung selaku koordinator Per/Kegiatan 400.000
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Per/Kegiatan 350.000
4, Bendahara Kampung Per/Kegiatan 300.000
V | INSENTIF SIDANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BAMUSKAM
1. Ketua Per/Sidang 800.000
2. Wakil Ketua Per/Sidang 600.000
3. Seckretaris Per/Sidang 500.000
| 4. Anggota Per/Sidang 400.000
VI | BIAYA OPERASIONAL (BOP)
1. Biaya Operasional Pemerintah Kampung 12 bulan 20.000.000
2. Biaya Operasional Badan Permusyawarat: ’ ¢ 10.000.000
Karzlxpungp yawaratan 12%
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